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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan administrasi Wajib pajak hiburan 
terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak 
yang termasuk kategori objek pajak hiburan di Kota Palembang dengan jumlah 173. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear yang berupa analisis regresi berganda dan Moderated Regression 
Analysis (MRA). 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa pelayanan administrasi pajak hiburan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan dan sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi 
hubungan antara pelayanan administrasi pajak hiburan dan kepuasan Wajib Pajak hiburan. 
 
 
Kata Kunci :  Pelayanan Administrasi Pajak Hiburan, Kepuasan Wajib Pajak Hiburan, Sistem 
Pengendalian Intern. 
 
 
Abstract 
 This study was conducted to determine the effect of entertainment tax administration service on the 
satisfaction of entertainment taxpayers with intern control system as moderating variables. This study 
uses a quantitative approach. The population in this study are taxpayers who belong to the category of 
entertainment tax objects in the city of Palembang were 173 of the populations. The samples used in this 
study were 92 respondents. The data analysis technique in this study used linear regression analysis in 
the form of multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). 
  The results of this study indicate that entertainment tax administration services have a significant 
effect on satisfaction of entertainment taxpayers, internal control systems haven’t significant effect on 
satisfaction Entertainment taxpayers and internal control systems do not affect the relationship between 
entertainment tax administration services and entertainment taxpayer satisfaction. 
 
 
Keywords : Entertainment Tax Administration Services, Satisfaction of Entertainment Taxpayers, 
Internal Control System 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 Dalam meningkatkan perkembangan pendapatan, pemerintah Negara Indonesia 
mendukung sektor-sektor komersial melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 
pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dapat melalui Pajak yang merupakan 
kewajiban masyarakat dalam membiayai pembangunan tersebut. Pemerintah Pusat 
Negara Indonesia memberikan kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas mengenai otonomi daerah.  
 Dalam memberlakukan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah Kota Palembang 
melakukan perubahan peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pajak Hiburan, yaitu tarif pajak untuk tontonan film menjadi 15% dari 10%, 
untuk diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya menjadi 35% dari 30%.  
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang 
Jenis Pajak 
Daerah 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah Tahun 2015 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah Tahun 2016 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah Tahun 2017 
Pajak Hotel 
Rp.43.539.617.438,-
(↑104,55%) 
Rp.52.346.963.653,- 
(↑102,12%) 
Rp.57.255.225.469,- 
(↑102,24%) 
Pajak Hiburan 
Rp.12.608.936.834,- 
(↑109,64%) 
Rp.16.940.474.310,-  
(↑107,11%) 
Rp.22.228.414.983,-  
(↑101,88%) 
Pajak Reklame 
Rp.15.318.876.606,-
(↑102,88%) 
Rp.16.567.211.469,- 
(↑106,17%) 
Rp.18.113.700.816,- 
(↑102,89%) 
Pajak 
penerangan  
jalan non PLN 
Rp.4.508.080.811,- 
(↑125,22%) 
Rp.5.786.841.229,- 
(↑103,34%) 
Rp.5.772.368.641,- 
(↑103,08%) 
Pajak 
Penerangan 
Jalan PLN 
Rp.134.093.161.585,- 
(↑107,14%) 
Rp.138.836.706.156,- 
(↑101,16%) 
Rp.154.822.143.179,- 
(↓98,18%) 
Pajak Parkir 
Rp.21.117.176.973,- 
(↑107,67%) 
Rp24.783.105.599,- 
(↑101,7%) 
Rp28.018.461.348,- 
(↑100,07%) 
Pajak Air 
Tanah 
Rp.10.300.905,- 
(↑101,63%) 
Rp.22.553.728,- 
(↑121,41%) 
Rp.51.361.311,- 
(↑101,46%) 
Pajak Sarang 
Burung Wallet  
Rp.64.109.000,- 
(↑127,45%) 
Rp68.450.001,- 
(↑113,19%) 
Rp77.849.880,- 
(↑102,53%) 
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2018 
 Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 jenis pajak 
daerah yaitu pajak hiburan memiliki persentase peningkatan pendapatan yang mengalami 
penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas, 
persentase PAD pada tahun 2015 dibandingkan dengan PAD tahun 2016 mengalami 
penurunan sebanyak 2,53% dari 109,64% menjadi 107,11% dan persentase PAD pada 
tahun 2016 dibandingkan dengan PAD tahun 2017 mengalami penurnan juga sebanyak 
5,23% dari 107,11% menjadi 101,88%.  
 Dalam menyemengati Wajib pajak rangka memenuhi kewajibannya, Desember 
2016 Penerimaan Pemerintah Asli Daerah (PAD) memberikan apresiasi kepada Wajib 
pajak yang taat pembayaran pajak khususnya terhadap Wajib pajak Hiburan, Pajak 
Restoran, Pajak Hotel, serta Pajak Parkir. (www.jawapos.com) 
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 Negara Indonesia, dalam perhitungan pajak terutang menggunakan metode self-
assesment system yaitu sistem yang berlaku di Indonesia dimana hak perhitungan pajak 
terutang diberikan kepada Wajib pajak, maka perlu ditingkatkan pengawasan dan 
pelayanan agar terciptanya kepuasan Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kota 
Palembang masih belum dikatakan optimal dalam sistem pengendalian intern karena 
masih adanya tunggakan-tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan. 
Menurut Hendar Sumarwan, anggota Panitia Khusus IX DPRD Kota Palembang, Rabu 
(8/9) di Palembang, tunggakan pajak sebesar Rp 4,1 miliar itu berasal dari pajak retribusi, 
yakni dari perhotelan Rp 942,5 juta, restoran Rp 960,5 juta, hiburan Rp 162,8 juta, 
reklame Rp 24 juta, dan pajak penerangan jalan Rp 2 miliar 
(www.megapolitan.kompas.com).  
 Dalam penelitian Vigryana, Mochammad dan Ika (2016) yang berjudul Pengaruh 
Kompetensi Fiskus dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada 
Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) 
menyatakan bahwa kualitas jasa berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 
kepuasan Wajib pajak. Dalam penelitian Ester (2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado mendapati hasil 
penelitian adalah kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang 
sangat sempurna belum dapat menjadi pedoman agar Wajib pajak patuh menyelesaikan 
kewajiban perpajakannya.  
 Dalam penelitian Vebrianti (2016) dengan judul Analisis Hubungan antara 
Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja dengan Kecenderungan Kecuragan 
Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Mawar Sebelas) menyatakan terdapat hubungan yang 
kuat dan negatif antara pengendalian internal dan kepuasan kinerja dengan 
kecenderungan kecurangan perusahaan. Dalam Penelitian Lestari dan Masodah (2015) 
yang berjudul Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Penggajian, Beban Kerja 
dan Sarana Prasarana terhadap Kepuasan Gaji di SMA Negeri 42 Jakarta menyatakan 
bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Beban Kerja tidak memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan. Sarana dan Prasarana memiliki pengaruh terhadap kepuasan. 
 Penelitian dan fenomena yang telah diuraikan diatas adalah fenomena lingkungan 
dimana masyarakat menunjukkan adanya pengaruh pelayanan administrasi pajak hiburan 
terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan serta adanya sistem pengendalian intern yang 
dapat mempengaruhi hubungan pelayanan administrasi pajak dan kepuasan Wajib pajak 
hiburan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai “Pengaruh Pelayanan Administrasi Pajak Hiburan terhadap Kepuasan 
Wajib Pajak Hiburan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel 
Moderating (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah pelayanan administrasi pajak hiburan berpengaruh terhadap kepuasan 
Wajib pajak hiburan? 
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak 
hiburan? 
3. Apakah sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating mempengaruhi 
hubungan pelayanan administrasi pajak hiburan terhadap kepuasan Wajib pajak 
hiburan? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Menguji dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan administrrasi 
pajak hiburan terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. 
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2. Menguji dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian 
intern terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan 
3. Menguji dan mendapat bukti empiris mengenai sistem pengendalian intern sebagai 
variabel moderating mempengaruhi hubungan pelayanan administrasi pajak 
hiburan terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Grand Teori 
2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 
 Theory of Reasond Action (TRA) adalah teori yang berhubungan dengan 
sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. (Fishbein dan 
Icek,1975). 
2.1.2 Teori Perilaku Rencanaan (Theory of Planned Behavior) 
 Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari 
Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen dalam Jogiyanto, 2007). Teori ini 
dikembangkan dengan menambahkan konstruk yang tidak dimiliki TRA, 
dimana disebut sebagai kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 
control) untuk mengontrol perilaku seseorang yang dibatasi oleh kekurangan-
kekurangannya 
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Pelayanan Administrasi  
 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENEG PAN) Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi pajak adalah dalam segala 
urusan administrasi yang merupakan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di 
bidang perpajakan dalam rangka pengawasan masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan kewajiban perpajakan, menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, dan 
pembinaan dari pelaksanaan pengawasan tersebut (Gunadi, 2005:2). 
2.2.2 Sistem Pengendalian Intern 
 Menurut Mulyadi (2014:163) adalah Sistem Pengendalian Intern merupakan 
ukuran-ukuran, metode, dan struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong mematuhi kebijakan manajemen. 
2.2.3 Kepuasan Wajib Pajak 
 Menurut Tjiptono (2014) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 
merupakan evaluasi pembeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurang nya 
sama atau melampaui harapan pelanggan, ketidakpuasan muncul apabila hasil tidak 
memenuhi harapan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.4 Hipotesis 
 Berdasarkan hal diatas analisis hipotesis terhadap masalah yang dibahas ialah sebagai 
berikut : 
H1 =  Pelayanan administrasi pajak hiburan berpengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak 
hiburan. 
H2 = Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. 
H3 = Sistem pengendalian intern mempengaruhi pelayanan administrasi pajak hiburan 
terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini 
adalah pelayanan administrasi dan sistem pengendalian intern. Subjek pada penelitian ini 
adalah Wajib pajak hiburan yang terdapat di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 
Palembang. Penelitian ini  menggunakan metode Cluster Proporsional Random Sampling 
dimana pengambilan sampel berdasarkan masing-masing kategori secara acak.  Sampel 
yang digunakan sebanyak 94 Wajib Pajak dimana pada kategori refleksi 55, spa/mandi 
uap 15, dan karaoke 24. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang 
diperoleh dari proses penyebaran angket. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, 
teknik pengamatan atas obyek data (observation), dan menyebarkan daftar pertanyaan 
kepada responden (kuisioner atau angket) dalam mengumpulkan data,  dengan cara 
mengumpulkan data melalui dokumen yang telah ada.  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, Method of 
Succesive Interval (MSI), uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis 
Moderated Regression Analysis (MRA). Bentuk umum dari model persamaan regresi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
              
                     
                              
 
Keterangan: 
Y = Kepuasan Wajib pajak. 
b1 = Koefisien Pelayanan Administrasi Pajak Hiburan. 
b2 = Koefisien Sistem Pengendalian Intern. 
b3 = Koefisien Interaksi Pelayanan  Administrasi Pajak dan  
Sistem Pengendalian Intern. 
X1 = Pelayanan Administrasi Pajak Hiburan. 
X2 = Sistem Pengendalian Intern. 
Pelayanan 
Administrasi (X) 
Kepuasan Wajib 
Pajak Hiburan (Y) 
Ha1 
Ha2 
Sistem Pengendalian 
Intern (Z) 
 
Ha3 
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X1X2 = Interaksi Pelayanan  Administrasi Pajak dan  Sistem 
Pengendalian Intern. 
e = Estimasi standar eror. 
 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Uji Kualitas Data 
 4.1.1.1 Uji Validitas 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 
Variabel Item 
Uji Validitas 
Kesimpulan 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
(rhitung) 
rtabel 
Pelayanan 
administrasi 
pajak hiburan 
(X) 
X.P1 0,686 0,205 Valid 
X.P2 0,708 0,205 Valid 
X.P3 0,786 0,205 Valid 
X.P4 0,670 0,205 Valid 
X.P5 0,668 0,205 Valid 
X.P6 0,722 0,205 Valid 
X.P7 0,773 0,205 Valid 
X.P8 0,685 0,205 Valid 
X.P9 0,587 0,205 Valid 
X.P10 0,677 0,205 Valid 
X.P11 0,630 0,205 Valid 
X.P12 0,720 0,205 Valid 
X.P13 0,666 0,205 Valid 
X.P14 0,714 0,205 Valid 
Kepuasan 
Wajib Pajak 
hiburan (Y) 
Y.P1 0,866 0,205 Valid 
Y.P2 0,850 0,205 Valid 
Y.P3 0,867 0,205 Valid 
Sistem 
Pengendalian 
Intern (Z) 
Z.P1 0,669 0,205 Valid 
Z.P2 0,729 0,205 Valid 
Z.P3 0,582 0,205 Valid 
Z.P4 0,655 0,205 Valid 
Z.P5 0,649 0,205 Valid 
Z.P6 0,718 0,205 Valid 
Z.P7 0,708 0,205 Valid 
Z.P8 0,689 0,205 Valid 
Z.P9 0,653 0,205 Valid 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
 
Berdasarkan  tabel di atas pada corrected  item-total correlation 
(rhitung) dapat dilihat bahwa masing-masing variabel per butir pertanyaan 
lebih besar dari nilat rtabel senilai 0,205, maka dapat disimpulkan bahwa 
semua butir pertanyaan dinyatakan valid atau dapat dipergunakan untuk 
penelitian. 
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  4.1.1.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s 
Alpha Item 
Cronbach’s 
Alpha 
Hasil 
Pelayanan 0,915 0,7 Reliabel 
Kepuasan 0,826 0,7 Reliabel 
Sistem Pengendalian 
Intern 
0,846 0,7 Reliabel 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
 
  Berdasarkan  tabel di atas, semua variabel memiliki 
Cronbach’s Alpha Item lebih besar dari Cronbach’s Alpha 0,7, maka 
dapat disimpulkan penelitian ini dikatakan reliabel atau handal dan dapat 
diolah lebih lanjut. 
 
 4.1.2 Uji Asumsi Klasik 
  4.1.2.1 Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 
 
 
Asymp.Sig. 
(2-tailed) 
Alpha Hasil 
Res 1 0.200
c,d 
0,05 Normal 
Res 2 0,200
c,d 
0,05 Normal 
Res 3 0,200
c,d 
0,05 Normal 
  Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
 
  Berdasarkan Tabel di atas, Asymp Sig semua persamaan lebih 
besar dari Alpha, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
normal. 
  4.1.2.2 Uji Multikolinearitas 
  Pada persamaan 1 penelitian ini hanya memiliki satu variabel 
independen, maka persamaan 1 tidak akan dilakukan pengujian 
multikolinearitas dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pengujian 
yaitu minimal memiliki dua variabel independen. Berikut ini adalah hasil 
pengujian multikolinearitas persamaan 2. 
 
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 2 
Model Summary 
Koefisien 
Determinasi (R
2
) 
Keseluruhan  
0,616 
Correlations Partial
 
Pelayanan  0,613 
Kepuasan 0,040 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 3 
Model Summary 
Koefisien Determinasi (R
2
) Keseluruhan  0,616 
Correlations Partial
 
Pelayanan  0,215 
Sistem Pengendalian Intern  0,004 
Interaksi Pelayanan dan Sistem 
Pengendalian Intern 
0,018 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
 
Berdasarkan hasil penujian multikolinearitas metode korelasi 
parsial persamaan 2 dan 3 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa semua 
persamaan memiliki koefisien determinasi keseluruhan lebih besar dari 
korelasi parsial masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. 
  4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas  
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1 
 Pelayanan Administrasi 
Correlation 
Coefficient 
-0,227
*
 
Sig. 0.015 
thitung -2,2112 
ttabel 1,662 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2 
 
Pelayanan 
Administrasi 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Correlation 
Coefficient 
-0,116
*
 -0,215
*
 
Sig. 0,02 0,136 
thitung -2,0885 -1,1080 
ttabel 1,662 1,662 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018. 
 
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 3 
 
Pelayanan 
administrasi 
Sistem Pengendalian 
Intern 
Interaksi Pelayanan 
Administrasi dan 
Sistem Pengendalian 
Intern 
Correlation 
Coefficient 
-0,209
*
 -0,106
*
 -0,182
*
 
Sig. 0,023 0,156 0,041 
thitung -2,0275 -1,0113 -1,7559 
ttabel 1,662 1,662 1,662 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
1. Persamaan 1 
        
          
           
 = -2,2112 
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2. Persamaan 2 
Perhitungan thitung variabel pelayanan administrasi pajak hiburan 
(X) sebagai berikut. 
        
          
           
 = -2,0885 
Perhitungan thitung variabel sistem pengendalian intern (Z) 
sebagai berikut. 
        
          
           
 = -1,1079 
 
3. Persamaan 3 
Perhitungan thitung variabel pelayanan administrasi pajak hiburan 
(X) sebagai berikut. 
        
           
            
 = -2,0275 
Perhitungan thitung variabel sistem pengendalian intern (Z) 
sebagai berikut. 
        
           
            
 = -1,0113 
Perhitungan thitung interaksi variabel pelayanan administrasi 
pajak hiburan dan sistem pengendalian intern (XZ) sebagai berikut. 
        
           
            
 = -1,7559 
 
Berdasarkan hasil penujian heteroskedastisitas metode Rank 
Spearman persamaan 1, 2 dan 3 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa 
semua persamaan memiliki thitung lebih kecil dari ttabel masing-masing 
variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya 
heteroskedastisitas. 
  4.1.2.4 Uji Linearitas 
Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas 
 X
2
hitung X
2
 tabel
 
Hasil 
Res 1 0,000081 115,39 Linear 
Res 2 0,000441 115,39 Linear 
Res 3 0,002 115,39 Linear 
  Sumber : Hasil Pengelolahan data SPSS 23, 2018 
  
Berdasarkan hasil penujian linearitas metode Lagrange 
Multiplier persamaan 1, 2 dan 3 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa 
semua persamaan memiliki X
2
hitung lebih kecil dari X
2
tabel masing-masing 
variabel, sehingga dapat disimpulkan linear. 
  4.1.2.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
 
                    
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
B Std. Error 
1 (Constant) -,391 ,779 
Pelayanan  ,208 ,017 
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Tabel 4.11 Uji Analisis Regresi Berganda Persamaan 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
 
                            
 
Tabel 4.12 Uji Analisis Regresi Berganda Persamaan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
 
                                       
  4.1.2.5 Uji f (Simultan) 
Tabel 4.13 Uji f (Simultan)  
Model f Sig 
1 Regression 1 143,525 0,000b 
2 Regression 2 71,448 0,000b 
3 Regression 3 47,123 0,000b 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 
pelayanan administrasi pajak hiburan dan sistem pengendalian intern 
sebagai variabel moderating berpengaruh secara simultan terhadap 
kepuasan Wajib Pajak hiburan sehingga model persamaan 1 pada 
penelitian ini layak untuk digunakan 
  4.1.2.6 Uji t (Parsial) 
Tabel 4.14 Uji t (Parsial) Persamaan 1 
Model thitung Sig. ttabel 
1 Pelayanan  11,980 0,000 1,6619 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
 
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan 
administrasi pajak hiburan (X) memiliki nilai thitung sebesar 11,980 lebih 
besar dari nilai ttabel sebesar 1,66196 dan nilai Sig. 0,00 lebih kecil dari 
0,05, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan 
Model 
Unstandardized Coefficients 
B Std. Error 
1 (Constant) -,603 ,856 
Pelayanan  ,196 ,027 
Sistem Pengendalian Intern 
,027 ,044 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
B Std. Error 
1 (Constant) -,018 3,497 
Pelayanan  ,181 ,088 
Sistem Pengendalian Intern ,005 ,134 
Interaksi Pelayanan dan Sistem 
Pengendalian Intern 
,001 ,003 
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administrasi pajak hiburan berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak 
hiburan. 
Tabel 4.15 Uji t (Parsial) Persamaan 2 
Model thitung Sig. ttabel 
1 Pelayanan  7,314 0,000 
1,66216 
2 Sistem 
Pengendalian 
Intern 
0,610 0,543 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan 
administrasi pajak hiburan (X) memiliki nilai thitung sebesar 7,314 lebih 
besar dari nilai ttabel sebesar 1,66216 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pajak hiburan 
berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak hiburan. Sedangkan variabel 
sistem pengendalian intern (Z) memiliki nilai thitung sebesar 0,610 lebih 
kecil dari nilai ttabel sebesar 1,66216 dan nilai Sig. 0,543 lebih besar dari 
0,05, maka H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
intern tidak berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. Adapun 
hasil pengujian ini adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.16 Uji t (Parsial) Persamaan 3 
Model thitung Sig. ttabel 
1 Pelayanan  2,060 0,042 
1,66235 
2 Sistem Pengendalian 
Intern 
0,036 0,971 
3 Interaksi Pelayanan dan 
Sistem Pengendalian 
Intern 
0,173 0,863 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 23, 2018 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan 
administrasi pajak hiburan (X) memiliki nilai thitung sebesar 2,060 lebih 
besar dari nilai ttabel sebesar 1,66235 dan nilai Sig. 0,042 lebih kecil dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pajak hiburan 
berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. Sedangkan variabel 
sistem pengendalian intern (Z) memiliki nilai thitung sebesar 0,036 lebih 
kecil dari nilai ttabel sebesar 1,66235 dan nilai Sig. 0,971 lebih besar dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak hiburan. Serta interaksi 
variabel pelayanan administrasi pajak hiburan dan sistem pengendalian 
intern (XZ) memiliki nilai thitung sebesar 0,173 lebih kecil dari nilai ttabel 
sebesar 1,66235 dan nilai Sig. 0,863 lebih besar dari 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa interaksi antara pelayanan administrasi pajak 
hiburan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan Wajib pajak hiburan, maka H3 ditolak. 
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  4.1.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  
Model Summary 
Model Adjusted R Square 
1 0,610 
2 0,608 
3 0,603 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel di atas, pada model pertama dapat disimpulkan 
bahwa pengaruh pelayanan adminstrasi pajak hiburan mampu 
menjelaskan variabel kepuasan Wajib pajak hiburan sebesar 61%. Pada 
model kedua dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelayanan adminstrasi 
pajak hiburan mampu menjelaskan variabel kepuasan Wajib Pajak 
hiburan sebesar 60,8. Pada model ketigadapat disimpulkan bahwa 
pengaruh pelayanan adminstrasi pajak hiburan mampu menjelaskan 
variabel kepuasan Wajib Pajak hiburan sebesar 60,3%. Sisa dari 
persentase tersebut dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosialisasi 
perpajakan, kompetensi fiskus, persepsi Wajib pajak , dan kesigapan 
teknologi. 
 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Pelayanan Adninistrasi Pajak Hiburan terhadap Kepuasan Wajib Pajak 
Hiburan 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada variabel 
pelayanan administrasi pajak hiburan mempunyai nilai thitung sebesar 11,980 lebih 
besar dari ttabel sebesar 1,66196 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05 sehingga  dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi pajak hiburan 
berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan di Badan Pengelolaan Pajak 
Daerah kota Palembang. Hal ini dapat disebabkan penilaian Wajib pajak mengenai 
pelayanan administrasi BPPD Palembang telah memenuhi kriteria yang diharapkan 
Wajib pajak seperti pada saat Wajib pajak. Penelitian yang sejalan dengan 
penelitian ini yaitu dalam penelitian Pawenang (2017) dan berbanding tebalik 
dengan  penelitian Darmawanto (2015). 
4.2.2 Sistem Pengendalian Intern terhadap Kepuasan Wajib Pajak Hiburan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada variabel 
pelayanan administrasi pajak hiburan memiliki ttabel sebesar 7,314 lebih besar dari 
1,66216 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan variabel sistem 
pengendalian intern mempunyai nilai thitung sebesar 0,610 lebih kecil dari ttabel 
sebesar 1,66216 dengan signifikan sebesar 0,543 lebih besar dari 0,05 sehingga 
dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern tidak memberikan pengaruh 
terhadap kepuasan Wajib pajak hiburan. Penelitian ini sejalan  dengan  penelitian 
Liyanti (2017) dikarenakan responden telah mengetahui aturan yang ada sehingga 
sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi kepuasan Wajib pajak hiburan dan 
berbanding terbalik dengan hasil penelitian Maharani, DS, dan W (2015).  
 
4.2.3 Pelayanan Administrasi terhadap Kepuasan Wajib Pajak Hiburan dengan 
Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada variabel 
pelayanan administrasi pajak hiburan mempunyai nilai thitung sebesar 2,060 lebih 
besar dari ttabel sebesar 1,66235 dengan signifikan sebesar 0,042 lebih kecil dari 
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0,05. Variabel sistem pengendalian intern mempunyai nilai thitung sebesar 0,036 
lebih kecil dari ttabel sebesar 1,66235 dengan signifikan sebesar 0,971 lebih besar 
dari 0,05. Variabel interaksi pelayanan administrasi pajak hiburan dan sistem 
pengendalian intern mempunyai nilai thitung sebesar 0,173 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,66235 dengan signifikan sebesar 0,863 lebih kecil dari 0,05 sehingga 
dapat dinyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern bukan variabel 
moderating pada penelitian ini. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian 
sebelumnya yaitu pada  penelitian Amin (2009) menyatakan bahwa sistem 
pengendalian intern pemerintah yang baik akan mempengaruhi kualitas pelayanan 
yang baik dan akan bermuara pada kepuasan pelanggan.  
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam kepuasan Wajib pajak 
hiburan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelayanan administrasi pajak hiburan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan Wajib 
Pajak Hiburan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 
2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kepuasan Wajib pajak 
hiburan. 
3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pelayanan 
administrasi pajak hiburan terhadap kepuasan Wajib Pajak hiburan. 
 
5.2 Saran 
  Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data terhadap kepuasan Wajib pajak 
hiburan di Kota Palembang maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diharapkan dapat 
memberikan penyuluhan kepada pengusaha yang termasuk objek pajak hiburan 
untuk memberikan pengertian mengenai cara administrasi dalam meningkatkan 
kepuasan Wajib Pajak hiburan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dan dapat 
memperbanyak indikator dalam penelitian berikutnya dan menambah variabel 
independen lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib Pajak. 
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